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PUTUSAN
Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Tlb

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxdalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fathurrohman,
S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Tunggal Warga
RT/RW 007/004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang
Bawang Provinsi Lampung. Kode Pos 34682 berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 04 Desember 2024 yang telah didaftar
dalam Register Kuasa Nomor 376/Kuasa/2024/PA.Tlb. tanggal
04 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP,

tempat kediaman di xxx, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.TIb,
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tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai

berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan
hukum vyaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya
perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan Kutipan Akta nikah nomor
: 1805081072023033 pada hari Sabtu 15 Juli 2023 Masehi bertepatan
dengan 26 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang keluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
2. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat
merupakan Perawan dan Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah orang tua Tergugat di Desa Warga Makmur Jaya RT 004 RW 005
Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
4, Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai
anak yang bernama :
- Xxxx08-2024
5. Bahwa pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat
terus menerus terjadinya Pertengkaran dengan alasan sebagai berikut :
a. Tergugat tidak mencukupi nafkah
b. Tergugat sering marah
c. Tergugat sering menghina keluarga Penggugat
6. Bahwa hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan
Desember 2023 berpisah dan tidak tinggal bersama
7. Bahwa setalah terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat keluarga selalu berupaya mendamaikan namun pada akhirnya
tetap gagal;
8. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang
diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil,
apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai. Hal mana alasan - alasan
yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya, huruf f.
Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim
yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya
berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDER:
Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan
yang seadil — adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus
kepada Muhammad Fathurrohman, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di Desa Tunggal Warga RT/RW 007/004 Kecamatan Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Kode Pos 34682
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024, dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor
376/Kuasa/2024/PA.TIb. tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Tlb yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxx
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil
Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 05 Desember 2024, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banjar Agung Kabupaten Tulang
Bawang Provinsi Lampung, Nomor xxx Tanggal 15 Juli 2023, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. xxxdi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 15 Juli 2023 di KUA Banjar Agung Kabupaten Tulang
Bawang Provinsi Lampung;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa
Warga Makmur Jaya RT 004 RW 005 Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang;
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- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi Tidak melihat dan tidak mendengar sendiri peristiwa
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
hanya cerita dari Penggugat;;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Masalah ekonomi kurang Tergugat hanya memberi nafkah
250 ribu per bulan, Tergugat sering menghina Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang
dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. xxxAgung Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2023 di KUA
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa
Warga Makmur Jaya RT 004 RW 005 Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang;
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- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak 7 bulan setelah menikah yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang
lebih tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah
antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi Melihat dan mendengar sendiri peristiwa
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
sering menghina keluarga Penggugat, Tergugat tidak mencukupi
nafkah keluarga hanya memberi nafkah 50ribu kepada Penggugat
untuk 2 minggu;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa
Khusus Penggugat tertanggal 04 Desember 2024, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor
376/Kuasa/2024/PA.Tlb. tanggal 04 Desember 2024, ternyata telah sesuai
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dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah
pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim  dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah
bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan
dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang
Bawang , maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Tulang Bawang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;
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Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak agustus tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Masalah ekonomi kurang Tergugat hanya memberi nafkah 250 ribu per
bulan, Tergugat sering menghina Penggugat;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak desember 2023 hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat
dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

ane llaia ¥ )0l Lo 7)) jl0) ool 13) el o2 e s 1 5
i T :
el (g 8 2l 1y

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan;
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Menimbang bahwa talak satu ba’'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa kata nafagah berasal dari infag yang artinya
mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan.
Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafagaat yang secara bahasa artinya
sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan
keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata
uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang
diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Umumnya nafkah itu berupa makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah
roti, lauk pauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian apabila ingin
diberikan hendaknya pakaian tersebut bisa dipakai untuk menutupi aurat.
(vide: Abdurrahman Al-Hanafi Al-Haskhifiy & Wahbah Az-Zuhayli);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam serta ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama -
C.5, menyatakan “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan
nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada
dalam asuhan ibunya”, maka untuk melindungi hak-hak anak serta demi
terjaminnya tumbuh kembang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terkait nafkah anak sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1
huruf b “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah,mut’ah
dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan
dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup
dan/atau anak”,.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada data BPS
(Badan Pusat Statistik), hal mana dinyatakan bahwa dalam Laporan Statistik
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022, pengeluaran rumah tangga
perkapita untuk setiap bulan, Konsumsi makanan rata-rata Rp548.783 (lima
ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah),
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sedangkan Konsumsi non makanan adalah Rp469.578 (empat ratus enam
puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), apabila ditotal
Rp1.018.362 (satu juta delapan belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
mengacu pada persepsi keadaan/kondisi ekonomi Tergugat sebagai
pedagang, yang usia masih terbilang muda dan dengan penghasilan yang
cukup Kemudian dihubungkan dengan kebutuhan harian/bulanan anak
sejumlah Rp500.000, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk
membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak yang belum dewasa,
bernama Syafid Mirza Rizki, Laki-Laki, lahir di Tulang Bawang tanggal 10
Agustus 2024 sejumlah minimal Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah) untuk
setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak,
serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi
nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka majelis hakim berpendapat
patut mengabulkan dan mencantumkan pada amar putusan kenaikan 10%
setiap tahun terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat
sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama xxx)

untuk setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan yang
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diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak
tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap
tahunnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp161.000,00 ( seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Firdaus
Fuad Helmy, S.H.l.,M.H. sebagai Majelis Hakim, Annisa Mina Ramadhani,
S.H.l.,, M.Sos dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Majelis Hakim

Annisa Mina Ramadhani, S.H.l., M.Sos Firdaus Fuad Helmy, S.H.l.,M.H.
Hakim Anggota

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.
Panitera Pengganti

Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:
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. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
. Proses : Rp.  75.000,00
. Panggilan : Rp. 16.000,00
. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
. Redaksi : Rp. 10.000,00
. Meterai . Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)
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